BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP) telah berusia lebih dari seperempat abad (+ 31
tahun). KUHAP sering disebut sebagai hasil karya “agung” bangsa Indonesia
yang merupakan hasil karya pemikiran para pakar hukum acara pidana
Indonesia yang disertai dengan integritas dan semangat untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang melindungi kepentingan warga
negaranya sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

KUHAP dibuat untuk menggantikan Herzein Inlands Reglement (HIR),
ciptaan pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjalanannya KUHAP telah
banyak perkembangan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang harus segera diantisipasi oleh bangsa Indonesia agar hukum
secara pidananya tidak ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi secara
cepat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke 20 ternyata
sangat cepat pada semua bidang. Pada abad ini dunia telah memasuki abd
teknologi informasi, sehingga dunia terasa menyempit karena peristiwa-
perisitiwa yang terjadi pada bagian dunia lain yang bersamaan. Perkembangan
tersebut terutama di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan memberi

dampak pula terhadap perkembangan bidang hukum. Tidak ada satu Negara



pun yang dapat menutup diri rapat-rapat negara terhadap perubahan-
perubahan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan hubungan kemasyarakatan di
dunia internasional juga sangat pesat, ditanda dengan lahirnya berbagai
konvensi internasional yang berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan
yang perlu diikuti oleh Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional. Konvensi-konvensi internasonal yang berkaitan dengan
keberadaan KUHAP telah banyak yang diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi
Internasional tentang International Crimininal Court, United Nations Actions
Against Corruption, International Convention Against, Torture dan
Internanational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), merupakan
konvensi-konvensi yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana yang
lahir sesudah adanya KUHAP tahun 1981.*

Sebagai Negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi tersebut
terhadap kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang diatur dalam konvensi.
Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam kovenan tentang hak-hak sipil dan
politik (ICCPR) terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara
pidana, misalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan penahanan yang
diperketat. Berhubungan dengan hal tersebut ada Negara-negara yang
membuat KUHAP baru untuk mengikuti konvensi antara lain Italia, Rusia,

Lithuania dan lain sebagainya.

! Andi Hamzah, 2009, Penelitian Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981, Jakarta: BPHN — Departemen Hukum dan HAM R, hal. 4



Di Iltalia, dengan KUHAP barunya mengeluarkan jaksa dari kekuasaan
kehakiman, sehingga dianut system adversariat murni, penuntut umum dan
terdakwa diberi kedudukan seimbang, sehingga tidak ada lagi berita acara
yang dibuat oleh penyidik yang diserahkan kepada hakim. Hakim hanya
menerima dakwaan dan daftar terdakwa dan saksi. Posisi hakim berada di
tengah-tengah antara pertarungan penuntut umum dan terdakwa beserta
penasehat hukumnya, dalam pertarungan tersebut kedua belah pihak dapat
mengajukan saksi-saksi dan bukti lain pada persidangan.?

Ada pula Negara yang mengubah KUHAP-nya, agar selaras dengan
ketentuan konvensi tersebut misalnya Perancis. Pada tahun 2000, Perancis
menyisipkan ketentuan baru dalam hukum acara pidananya mengenai hak
asasi manusia, seperti hukum acara pidana haruslah fair dan adversarial dan
menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang dalam situasi yang sama dan
dituntut atas delik yang sama haruslah diadili berdasarkan aturan yang
sama”... tersangka harus diberitahu tentang dakwaan kepadanya dan
mendapatkan pembelaan”...”seseorang yang didakwa harus dibawa ke
pengadilan dan mendapat putusan dalam waktu yang wajar”, dan seterusnya.

Sedangkan KUHAP di Jepang diperkenalkan system baru, yaitu system
campuran, yang menggabungkan antara hakim dan juri. Dengan system
tersebut dicampur antara hakim karir dengan orang awam (laymen)®

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa KUHAP di

Indonesia yang sudah berusia lebih dari seperempat abad harus pula

2 |bid; hal. 7
® Ahmad Ube, 2009, KUHAP dan Kemajuan Teknologi, Jakarta: BPHN — Dep. Hukum
dan HAM RI, hal. 71.



diperbaharui agar sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
perkembangan  masyarakat dan perkembangan ketentuan-ketentuan
internasional yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Dengan telah
diratifikasinya beberapa konvensi internasional khususnya ICCPR yang terkait
langsung dengan hukum acara pidana misalnya tentang penahanan yang
dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan sesegera mungkin
adalah dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa umumnya diartikan paling
lama a5 (lima) hari atau 1 (satu) hari penangkapan dan 4 (empat) hari
penahanan. Sedangkan dalam KUHAP masa penahanan 20 hari dinilai terlalu
lama dan bertentangan dengan International Convention Against Torture dan
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Against
Torture dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Berbagai permasalahan dalam KUHAP yang perlu diantisipasi antara
lain penjelasan mengenai “asas legalitas” dalam KUHAP dengan KUHAP.
Karena adanya perbedaan antara asas legalitas dalam hukum pidana materil
(KUHP) dengan hukum pidana formil (KUHAP) kurang efektifnya lembaga
peradilan karena sifatnya pasif dengan system lain yang sifatnya lebih proaktif
sangat penting untuk ditindaklanjuti.

Agar dapat mengatasi hal ini, maka untuk dapat mengantisipasi adalah
melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan

menambah peraturan mengenai Hakim Komisaris.



Dengan dibentuknya hakim komisaris maka dapat dicapai tujuan
hukum acara pidana due process of law atau behoorlijk process recht. Hakim
komisaris dimulai di Perancis dengan Code d’instruction ditetapkan dan
dengan undang-undang Strafvordering yang berlaku sejak tahun 1926 tetap
ada hakim komisaris atau rechter commissaris, begitu pula di Italia.

Tujuan hukum acara pidana ialah mencapai obyektif truth dan
melindungi hak asasi terdakwa dan jangan sampai orang tidak bersalah
dijatuhi pidana. Diadakan pengecekan terhadap terdakwa. Saksi dan bukti lain
hakim komisaris diberi wewenang untuk memberi perintah penahanan,
penggeledahan dan upaya paksa (coersive measures)

Di Perancis sejak tahun 2001 wewenang tersebut diserahkan kepada
hakim yang berwenang menahan dan memerdekakan orang dari tahanan
(judge des liberte et de la detention) yang terdiri dari tiga orang yang
diketahui oleh wakil ketua pengadilan. Jadi penahan semakin diperketat di
Perancis.’

Nederland tidak mengikuti Perancis karena hakim komisaris tetap
melakukan penahanan memerdekaan tahanan dan perintah penggeledahan. Ini
mirip dengan hakim komisaris yang akan diciptakan di Indonesia dalam R-
KUHAP. Sejak tahun 1926 di Nederland tidak lagi diadakan pemeriksaan
pendahuluan oleh hakim. Keputusan untuk menuntut dan tidak menuntut ada
di tangan penuntut umum Jaksa Belanda berhak menuntut atau tidak menuntut

berdasarkan asas oportunitas.

4 Andi Hamzah, 2009, op.cit, hal. 7



Sekarang ini Nederland asas oportunitas telah lebih jauh diterapkan
yang transaksi dapat dilakukan terhadap perkara ringan yang ancaman
pidananya enam tahun ke bawah dan jaksa dapat menekan denda
administrative. Bandingkan dengan Swedia, Norwegia dan Rusia pada uraian
di muka. Perancis ingin mengurangi peran hakim komisaris sedangkan
Nederland ingin memperkuat.

Mula-mula di Perancis judge d’instruction memiliki wewenang seperti
jaksa Belanda yaitu memimpin penyidikan akan tetapi karena terjadi skandals
seks terhadap anak yang menimpa hakim komisaris di sana, maka
wewenangnya mulai dikurangi. Perancis membagi acara pidana atas dua
bagian yaitu pemeriksaan penyidikan. Yang dilakukan oleh jaksa dan polisi
dan pemeriksaan siding. Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus dapat
menahan delapan hari yang semuanya dipertanggung jawabkan oleh jaksa.

Jaksa dapat memilih membiarkan polisi terus melakukan penyidikan
atau melakukan pemeriksaan pre-trial (gerechtelijk voor onderzoek).
Pemeriksaan pendahuluan oleh hakim disebut information judiciaire. Dalam
hal pemeriksaan pendahuluan ditemukan delik lain. Maka hakim komisaris
harus memberitahu jaksa agar memperluas pemeriksaan. Hakim komisairs
yang memimpin pemeriksaan dapat memberi perintah penyadapan dan
penahanan. Jaksa dalam hal pemeriksaan pendahuluan memegang peran
bawahan penyidikan ganda dilarang. Jaksa dan terdakwa menjadi pihak dalam
pemeriksaan. Hakim komisaris meminta jaksa membaca konklusinya dan

sesudah itu dia dapat meminta penuntutan diteruskan.



Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum. Polisi tidak
boleh memancing untuk memperluas bukti (kasus seperti Mulyana Kusumah
dilarang di Perancis dan Italia). Penyidikan adalah rahasia (secret the
instruction).

Dilarang keras penyidik membeberkan perkembangan pemeriksaan,
Pasal 434-7-2 Code Penal mengancam pidana bagi orang yang membocorkan
hasil penyidikan. Tujuannya, ialah menjaga praduga tak bersalah (presumption
of innocence), dan demi kepentingan penyidikan sendiri jangan sampai orang
menghilangkan bukti-bukti.

KUHAP ltalia yang mulai berlaku 24 Oktober 1989 membuang system
Perancis (yang diikuti Nederland dan Indonesia). Dalam system Italia yang
baru ini jaksa dikeluarkan dari kekuasaan kehakiman (magistrate) dan berlaku
system accusatoir murni atau adversary system. Mula-mula pertentangan
pada tahun 1990 sehingga diperkenalkan lagi beberapa asas inquisitori.
Kemudian system adversary diperkenalkan lagi sama seperti diatur di dalam
KUHAP 1989.

Sistem KUHAP 1989 ini berdasarkan :

1. Pelepasan fungsi dari peradilan
2. Pemisahan pre trial dan trial (praperadilan dan peradilan)

Akibat lebih jauh ialah penghapusan gludice instructorre yang dulu
ditiru dari Perancis dan diganti dengan lembaga baru yang tidak melakukan
penyidikan yaitu Giudice per le indagini preliminary. Lembaga baru ini mirip

dengan system hakim komisaris dalam R-KUHAP.



Penghapusan Pretore magistrate yang yurisdiksinya delik ringan yang
ancaman pidananya maksimum empat tahun tanpa hadir jaksa. Pemisahan
yang tajam antara penyidikan penuntutan dan peradilan untuk menjaga hakim
tidak memihak (impartial) sehingga dengan inisiatif hakim dapat dicari bukti
sendiri.

KUHAP Italia 1989 bermaksud agar sidang dibuka dengan segar, yang
jelas memisahkan secara tajam investigatioan phase dan adjudication phase.
Hasil penyidikan polisi dan jaksa dibuat rangkap dua:

1. Suatu berkas (file) yang isinya pemeriksaan penggeledahan dan penyitaan
barang dan penyadapan diserahkan kepada hakim

2. Berkas lain yang berisi seluruh hasil penyidikan seperti keterangan saksi
dan tersangka tetap berada di tangan para pihak (jaksa dan penasehat
hukum) yang dapat diadu dengan keterangan saksi atau terdakwa yang
tidak konsisten di sidang pengadilan.

Yang terpenting dalam system ini aialah tentang pembuktian. Diatur di
dalam Bab IlI. Bukti diajukan oleh kedua belah pihak dengan persetujuan
hakim. Bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat dipergunakan dalam
putusan hakim. Kedua belah pihak dapat melakukan pemeriksaan dan cross
examination saksi, ahli dan bukan ahli dan terdakwa jika disetujui.

Oleh karena hakim komisaris (giudice instructorre) dihapus, maka
penyidikan oleh jaksa dibawah control hakim. Yang sama sekali baru yang
menghilangkan kewenangan untuk mengumpulkan bukti seperti magistrate

Amerika atau Ermittlungsrichter di Jerman.



Fungsi pre trial judges yang baru dibatasi hanya dalam mengeluarkan
surat perintah penahanan, persetujuan penyadapan, mengawasi penataan atas
waktu yang boleh untuk penyidikan dan pengumpulan bukti awal jika
dikhawatirkan akan dihilangkan. Hal ini mirip sekali dengan fungsi hakim
komisaris versi Rancangan KUHAP yang istilahnya diambil dari Nederland
Rechter Commissaris tetapi tugasnya tidak sama. Tugas guidice per le
inddagibi preliminary di Italia mirip dengan tugas juge des liberte et de la
detention di Perancis. Jika hasil penyidikan diputuskan akan diteruskan
dengan penuntutan hakim pre trial dapat mengeluarkan putusan dalam
pemeriksaan pendahuluan (preliminary examination) untuk menyaring
penuntutan yang tergesa-gesa seperti di common law.

Dengan undang-undang tahun 2003 diperkenalkan juga plea
bargaining dengan persetujuan penuntut umum. Terdakwa dapat memohon
untuk dipidana sampai lima tahun penjara. Bandingkan dengan system Rusia
yang telah disebut di muka. Pembuat undang-undang Italia meenolak diskresi
penuntut (asas oportunitas) karena pasal 112 UUD Italia menganut asas
legalitas yang jaksa harus menuntut jika cukup bukti.

Dalam penerapan system baru ini tidak mulus, karena KUHAP 1989
membatasi kebebasan penuntut umum dengan menempatkan di bawah control
hakim dalam pemeriksaan pendahuluan yang rumit (crucial). Akan tetapi

dalam praktek jaksa sangat bebas dalam melakukan investigasi.’

® Andi Hamzah, 2007, Laporan Penelitian Keberadaan Hakim Komisaris di Beberapa
Negara Eropah, Jakarta: BPHN — Departemen Hukum dan HAM R, hal. 217



Tidak kurang pentingnya di samping membicarakan lembaga baru
hakim komisaris juga masalah tentang pembuktian. Ada anjuran dari pakar
Amerika tersebut, bahwa sebaliknya barang bukti yang mereka sebut real
evidence atau physical evidence dimasukan sebagai alat bukti seperti KUHAP
banyak Negara termasuk Amerika. Namun kartena Indonesia menganut
system pembuktian negatif wettelijk, artinya harus ada dua alat bukti menurut
undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim baru terdakwa dapat
dijatuhi pidana, makabarang bukti seperti pistol yang dipakai menembak,
pisau yang dipakai menusuk, fungsinya ialah untuk memperkuat keyakinan
hakim.

Bahkan di Jerman dikenal saksi yang tidak melihat tidak mendengar
dan tidak mengalami terjadinya delik, namun hakim dapat memanggil
seseorang sebagai saksi, yang mengerti benar karakter terdakwa atau korban.
Sebenarnya ini cocok dengan system pembuktian negatif wettelijk yang dianut
di Indonesia (sama dengan di Nederland) yang baru ada dua alat bukti
ditambah dengan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana. Orang yang
mengetahui benar karakter terdakwa atau korban dapat memperkuat keyakinan
hakim.

Alat buktiberubah, sehingga berdasarkan pasal 177 Rancangan alat
bukti yang sah mencakup:

Barang bukti;

Surat-surat;

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
Keterangan seorang ahli;

Keterangan seorang saksi;
Keterangan terdakwa, dan

o o0 Tw
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g. Pengamatan hakim.

Hal baru dalam rancangan ialah barang bukti yang lazim disebut di
Negara lain real evidence atau materiel evidences yaitu bukti yang sungguh-
sungguh. Disebut surat-surat (jamak) maksudnya ialah jika ada seratus surat,
dihitung sama dengan satu alat bukti. Sebaliknya disebut seorang ahli atau
seorang saksi, maksudnya jika ada dua saksi maka memenuhi bukti minimum
dua alat bukti. Ini sama dengan KUHAP Belanda yang menyebut
geschriftelijke bescheiden (surat-surat) dan verklaringen van een getuige
(keterangan seorang saksi). Bukti elektronik misalnya e-mail, SMS, foto, film,
fotocopy, faximilie, dan seterusnya.®

Sengaja keterangan saksi ditempatkan bukan pada urutan satu (sama
dengan KUHAP Belanda) agar jangan dikira jika tidak ada sanksi tidak ada
alat bukti. Keterangan terdakwa berbeda dengan pengakuan terdakwa. Alat
bukti petunjuk yang berasal dari KUHAP Belanda tahun 1838 yang sudah
lama diganti dengan eigen waarneming va de rechter (pengamatan hakim
sendiri) berupa kesimpulan yang ditarik dari alat bukti lain berdasarkan hasil
pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Amerika Serikat disebut judicial notice.
Tidak ada KUHAP di dunia yang menyebut petunjuk (Belanda: aanwijzing,
Inggris : indication) sebagai alat bukti kecuali KUHAP Belanda tahun (1838);
HIR dan KUHAP 1981).

Dalam requisitionnya penuntut umum dapat menguraikan dan

menjelaskan hal-hal yang terjadi di sidang pengadilan dan memberi

® Ibid.
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kesimpulan dari semua alat bukti yang telah dikemukakan, untuk memancing
opini hakim yang menjurus kepada adanya bukti berupa pengamatan hakim
sendiri.

Alat bukti keterangan saksi sebenarnya dalam rumusan Belanda
disebut verklaringen van een getuige (keterangan seorang saksi) yang berarti
jika ada dua saksi maka sudah cukup dan merupakan dua alat bukti (bukti
minimum). Sebaliknya untuk surat dipakai istilah jamak (geschriffen) yang
berarti walaupun ada sepuluh surat dihitung sebagai satu alat bukti saja.
Kesulitan di Indonesia dalam menyusun rumusan undang-undang pidana ialah
karena bahasa Indonesia tidak mengenal singular dan plural. Misalnya dalam
rumusan Pasal 338 KUHP dikatakan merampas nyawa orang lain, padahal
bahasa Belanda “een ander” (satu orang lain). Jadi jika 102 orang dibunuh
seperto bom Bali, maka 102 kali 340 KUHP. Oleh karena KUHAP menyebut
alat bukti keterangan saksi, maka ada yang berpendapat jika dua orang saksi
merupakan satu alat bukti saja, harus dicari alat bukti lain, padahal sudah
cukup.

Alat bukti petunjuk juga sudah diganti dalam Rancangan menjadi
pengamatan jaim (Belanda : eigen warneming van de rechter; Inggris:
indication) tidak terdapat dalam KUHAP manapun di dunia. Alat bukti surat,
diartikan luas, termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,
dan/atau hasil cetaknya seperti SMS, e-mail, video, VCD, DVD, internet, foto,

fotocopy dan seterusnya. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
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yang dinyatakan sah adalah yang menggunakan aplikasi system elektronik
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang terakhir yang perlu pula ditinjau ialah tentang upaya hukum
KUHAP 1981 tidak membolehkan banding terhadap putusan lepas dari segala
tuntutan hukum, sehingga dalam praktek ditafsirkan oleh jaksa dan hakim
boleh langsung dikasasi. Sebenarnya prinsip upaya hukum ialah tidak ada
kasasi tanpa pengadilan banding terlebih dahulu. Hal itu dimaksud agar jangan
terlalu banyak perkara masuk ke Mahkamah Agung.

Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang harusnya
bersifat luar biasa karena seharusnya jarang sekali tiga tingkat pengadilan
yang terdiri dari sembilan orang hakim (3 di pengadilan negeri, 3 di
pengadilan tinggi dan 3 di Mahkamah Agung), semuanya keliru, sehingga
tidak melihat putusan yang saling bertentangan, salah menerapkan hukum dan
kurang teliti sehingga kemudian timbul novum. Misalnya terdakwa dipidana
karena saksi yang memberatkan bersumpah palsu. Ada KUHAP yang tidak
mencantumkan upaya hukum peninjauan kembali misalnya KUHAP Thailand.
Yang ada ada dalam KUHAP Thailand ialah pengampunan (pardon) dan
pengurangan pidana oleh raja.

Dalam rancangan KUHAP hanya disebut dua alasan untuk peninjauan
kembali yaitu ada novum dan putusan saling bertentangan, sama dengan
alasan peninjauan kembali di Nedherland. Di Nederland keliru penerapan
hukum (rechtsdwaling), oleh hakim tidak menjadi alasan peninjauan kembali

karena dipandang tidak mungkin hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi
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dan mahkamah agung keliru semua. Andaikata pun terjadi, maka alat untuk

memperbaikinya ialah pemberian grasi.

KUHAP RRC menyebut empat alasan peninjauan kembali yaitu
sebagai berikut :’

1. Ada bukti baru yang membuktikan bahwa penetapan fakta pada putusan
atau penetapan asli dipastikan salah (ini sama dengan novum);

2. Bukti yang berdasarkan mana putusan dijatuhkan tidak dapat dipercaya
dan tidak cukup atau bagian besar pembuktian yang menunjang fakta-fakta
kasus itu bertentangan satu sama yang lain;

3. Penerapan hukum dalam membuat putusan atau penetapan asli dipastikan
tidak benar;

4. Hakim dalam memutuskan perkara itu melakukan perbuatan penggelapan,
suap, malpraktek, untuk mendapatkan keuntungan atau membengkokkan
hukum dalam membuat putusan.

Syarat yang tersebut terakhir menunjukkan bahwa putusan bebas dapat
dimintakan peninjauan kembali di RRC jika dalam membuat putusan itu
hakim menerima suap, melakukan penggelapan atau menyalahgunakan
kekuasaan untuk mendapat keuntungan atau membengkokkan.

Putusan saling bertentangan, misalnya dua orang yang didakwa
melakukan delik ikut serta (medeplegen) yang perkaranya dipisah, yang satu
dijatuhi pidana karena terbukti melakukan delik ikutserta dengan yang lain,

sedangkan yang lain itu diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

” Andi Hamzah, Op.Cit. hal. 218
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Contoh S. Tjandra diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum karena
perbuatannya itu (cessie) adalah perbuatan perdata bukan pidana. Kemudian
Pande Lubis dijatuhi pidana karena terbukti melakukan perbuatan korupsi
(medeplegen) dengan Djoko S. Tjandra.?

Dalam rancangan disebut juga Jaksa Agung dapat memohon
peninjauan kembali, bukan untuk orang yang diputus bebas, tetapi mereka
yang dijatuhi pidana, kemudian ternyata ada novum atau putusan saling
bertentangan. Hal ini sama dengan ketentuan dalam KUHAP (Sv) Nederland.
Di sini jaksa agung mewakili masyarakat, misalnya terpidana itu telah
meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya yang mengajukan peninjauan
kembali. Di Belgia menteri kehakiman yang dapat memohonkan peninjauan
kembali.

Masalah yang sering muncul ialah tentang diperkenalkannya bebas
tidak murni (niet zuivere vrijspraak) dalam literature hukum pidana yang
maksudnya hakim memutus bebas dan salah kualitas, mestinya diputus lepas
dari segala tuntutan hukum. Jadi bebas tidak murni itu sama dengan lepas dari
segala tuntutan hukum terselubung.

Sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu diputus lepas dari tuntutan hukum
yang mestinya diputus bebas. Dalam hal bebas tidak murni yang kali pertama
dilakukan ialah memeriksa pertimbangan hakim.

Jika dalam pertimbangan itu disebut tidak terbuktinya suatu bagian inti

delik yang tidak berdasarkan dakwaan, maka itulah yang disebut bebas tidak

8 0.C. Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan
Terpidana, Bandung: Alumni, hal. 338
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murni. Hal ini tidak ada dalam undang-undang, hanya ditemui dalam doktrin
hukum acara pidana, misalnya buku A. Minkenhof: de Nederlandse
Strafvordering), dalam praktek terutama dalam kasus korupsi yang diputus
bebas, hampir semuanya dimohonkan kasasi oleh jaksa yang sering tanpa
menunjukkan alasannya mengapa disebut bebas tidak murni. Mestinya dilihat
pada pertimbangan hakim, yang sebenarnya jarang terjadi hakim memutus
bebas (yang dipandang tidak murni) itu. Ini perlu dijelaskan dalam Rancangan
KUHAP terutama penjelasan tentang putusan bebas (vrisjspraak). Pada sisi
lainnya perlu perkenalan Plea Bargaining. Hal ini tercantum di dalam 197
Rancangan yang berjudul jalur khusus. Pada saat penuntut membacakan surat
dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan
mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang
didakwakan tidak lebih dari tujuh tahun penjara, penuntut umum dapat
melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pidana yang
dijatuhkan tidak boleh lebih dari 2/3 dari maksimum. Di sinilah letak
pengakuan yang memberi keuntungan (semacam plea bargaining). Hakim
dapat menolak pengakuan ini dan meminta penuntut umum mengajukan ke
sidang pemeriksaan biasa.

Salah satu hal yang paling sering disalahgunakan ialah saksi mahkota.
Ada yang mengartikan saksi mahkota ialah jika para terdakwa bergantian
menjadi saksi atau kawan berbuatnya. Justru hal itu dilarang karena berarti
selfincrimination. Sebagai saksi dia disumpah, jadi jika dia berdusta dia

bersumpah palsu, padahal dia juga terdakwa dalam kasus itu yang jika dia
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berdusta tidak diancam dengan pidana. Saksi mahkota hanya ada dalam buku
teks dan yurisprudensi, tidak tercantum di dalam undang-undang. Saksi
mahkota ialah salah seorang terdakwa/tersangka yang paling ringan perannya
dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk
jasanya, dia di keluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi.
Jika tidak ada peserta (tersangka/terdakwa) yang ringan perannya dan tidak
dapat dimaafkan begitu saja, tetap diambil yang paling ringan perannya dan
dijadikan saksi kemudian menjadi tersangka/terdakwa dengan janji oleh
penuntut umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan
berbuatnya yang lain. Demikian ketentuan undang-undang Italia tentang
“saksi mahkota”. Jadi ketentuan tentang saksi mahkota yang dituangkan di
dalam pasal 198 Rancangan sesuai dengan asas oportunitas juga yang dianut
di Indonesia. Tentu hal ini harus disampaikan oleh penuntut umum kepada
hakim. Penuntut umumlah yang menentukan terdakwa dijadikan saksi
mahkota.
Adapun dasar pemikiran amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 dengan menambah keberadaan Hakim Komisaris sebagai upaya
perlindungan terhadap HAM dari terdakwa, baik dalam proses penyidikan dan
penuntutan, didasarkan pada beberapa pemikiran sebagai berikut :
1. Alasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, yang dapat

memotivasi aparat penegak hukum mengejar dan mengarahkan semangat

dan dedikasi pengabdian penegakan hukum, berusaha mewujudkan
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keluhuran makna dan hakekat yang terkandung dalam jiwa landasan
filosofis tersebut

Landasan filosofis KUHAP adalah Pancasila sekaligus sebagai
Ursprungshorm, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia,
terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu
“kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang menunjukkan manusia
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hidup bersama di planet
ini untuk rukun dan damai. Batas-batas Negara hanyalah ciptaan manusia
yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi
dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga
“Persaudaraan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara
pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima
“Keadilan Sosial bagi seluluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa
keadilan ekonomi — sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum.
Dari jiwa yang terkandung dalam sila ketuhanan, cinta penegakan hukum
adalah fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan dengan cara
menempatkan setiap manusia tersangka/terdakwa sebagai makhluk
manusia hamba Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan
yang harus dilindungi, serta juga sebagai manusia yang mempunyai hak
dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya.
Dari jiwa yang terkandung dalam sila Kemanusiaan, penekanan ada pada
cita “cara pelaksanaan” aparat penegak hukum terhadap setiap manusia

yang berhadapan dengan mereka. Setiap manusia apakah dia tersangka
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atau terdakwa harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai
harkat dan martabat dan harga diri, serta mereka harus diperlakukan
dengan cara yang manusiawi dan beradab.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 1V, yang berbunyi “kemudian
daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dari kemungkinan tindakan sewenang-wenangan dari Negara (melalui
aparatur hukumnya). KUHAP dibentuk untuk melindungi segenap bangsa
dan tumpah darah Indonesia dan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh
aparat Negara.

Hukum acara pidana adalah ketentuan normative sistem Peradilan Pidana.
Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut konsep bahwa kasus pidana
adalah merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat (public)
dan sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Negara (pemerintah) sebagai

wakil dari publik.

. Alasan Yuridis

UUD 1945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR
mengajukan RUU), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan Perpu),
Pasal 22A (tata cara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan
kehakiman), Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung), Pasal 24C
(wewenang Mahkamah Konstitusi), Pasal 28A sampai dengan Pasal 28]

(hak asasi manusia).
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Pasal 27 UUD 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan
demikian pemerintah harus membuat ketentuan yang mengatur bahwa
kedudukan hukum setiap warga negara sama/sederajat. KUHAP
merupakan salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai hal tersebut.

KUHAP yang usianya telah lebih dari seperempat abad, layak dilakukan
perubahan-perubahan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan
ilmu pengetahuan serta perkembangan dinamika masyarakat. Terlebih lagi
setelah diratifikasinya berbagai konvensi internasional yang berkaitan
langsung atau tidak langsung dengan hukum acara pidana. Berbagai
ketentuan dalam konvensi harus dijadikan bagian dari ketentuan hukum
nasional sebagai bagian dari komitmen kita terhadap ketentuan-ketentuan
internasional yang telah kita ratifikasi.

. Alasan Sosiologis

Masyarakat khususnya para pencari keadilan sering mengeluhkan berbagai
hal yang berkaitan dengan proses acara pidana yang cenderung lama dan
berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik
ditinjau dari sisi waktu, tenaga maupun biaya.

Bolak baliknya perkara dari penyidik ke penuntut umum dan sebaliknya,
lamanya proses perkara dan lain sebagainya membuktikan bahwa

peradilan cepat dengan biaya terjangkau menjadi sulit dipenuhi.
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Masyarakat menghendaki agar proses peradilan pidana dilakukan dengan
cepat, tepat (objective truth) dan biaya terjangkau menjadi acuannya.
Kedudukan yang seimbang antara penuntut umum dengan terdakwa juga
merupakan suatu keinginan yang belum terakomodasi secara baik dalam
KUHAP.

Landasan pokok sebagai ruang gerak operasional adalah, bahwa
pembaruan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum mampu
memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan
disegala bidang, sehingga Dapat diciptakan ketertiban dan kepastian
hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Pembaruan KUHP menghendaki:

a. penyempurnaan pelindungan hak asasi tersangka/terdakwa;

b. Keseimbangan antara perlindungan harkat/martabat tersangka/terdakwa
dengan perlindungan saksi/korban serta kepentingan umum;

c. Pembatasan yang tegas antara upaya penangkapan dan penahanan;

d. Penertiban dan penegakan wibawa aparat penegak hukum.

. Alasan Efisiensi dan Efektifitas

Hukum acara akan berkaitan dengan hak konstitusional warganegara
dan juga sumber daya yang dimiliki Negara, apabila tahap-tahap yang
ditentukan oleh hukum acara pidana dapat efisisen dan efektif, maka akan
menguntungkan bukan hanya waraga Negara yang berurusan dengan

masalah pidana tetapi juga Negara.
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Efisiensi akan tercipta apabila tahapan-tahapan dalam hukum acara
pidana dapat lebih cepat dan tepat, sedangkan efektif dapat tercipta apabila
ketentuan dibuat bersifat realitis dan sesuai dengan kebutuhan para
pelaksanaannya. Sistem peradilan terpadu antara penyidik,penuntut umum
serta kehakiman akan sangat membantu terciptanya system hukum acara

pidana yang efektif dan efesien.

Dasar Ekonomis

Seluruh pasal didalam KUHAP mengacu pada system peradilan
cepat (speedy trial, contante justitie) sederhana dan biaya ringan.
Perkenalan system peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan
perkara melalui jalur khusus penyekesaian diluar acara (afdoening buiten
process) dalam upaya hukum semua perkara harus lewat Pengadilan
Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung
untuk mengurangi beban mahkamah agung.

Pada pendahuluan telah dikemukakan akan dibentuknya hakim
komisaris yang akan mengganti peran praperadilan yang tidak efektif.
Hakim komisaris ini tidak persis sama dengan yang ada di Eropa. Seperti
Rechter Commissaris di Netherland, juge d’instruction di Perancis,
Giudice instructore di Italia. Oleh karena itu di Eropa dan Amerika
dibentuk investigating magistrate. Maksudnya ialah mengimbangi jaksa

yang sangat dominant sebagai master of procedure atau dominus litis.
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Maksudnya ialah menyaring perkara-perkara besar dan menarik perhatian
masyarakat yang akan diajukan oleh jaksa ke pengadilan.

Dengan adanya lembaga penyaring di samping hakim (trial judge)
maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang yaitu karena
alasan pribadi atau balas dendam, atau yang khusus Indonesia penuntut
umum ingin dikatakan berhasil dengan system target. Penuntutan menurut
cara itu disebut malice prosecution atau penyalahgunaan penuntutan
(abuse of prosecution) yang tidak dapat dibenarkan oleh hakim.

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam hasil rekayasa kasus yang
dibuat oleh POLRI dalam kasus pembunuhan yang didakwa terhadap
ASRORI dimana pihak POLRI dalam proses penyidikannya menetapkan
bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan. Dalam
proses pemeriksaan POLRI selalu menggunakan kekerasan untuk
memperoleh bukti awal pemeriksaan terhadap tersangka yang sebenarnya
untuk membuat proses Berita Acara walaupun dilakukan dengan
penyimpangan seperti  penyiksaan, memanipulasi Berita Acara
Pemeriksaan, serta membuat Berita Acara palsu. Hal ini sebagaimana
dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang yang didasarkan pada hasil
penyidikan POLRI.

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jombang memeriksa dan memutuskan bahwa yang bersangkutan telah

bersalah. Hasil rekayasa tersebut diketahui setelah adanya pengakuan dari
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Saudara Riyan setelah yang bersangkutan ditangkap dengan dakwaan
membunuh terhadap beberapa orang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk
menyusun penelitian skripsi dengan mengambil judul: PENTINGNYA
KEBERADAAN HAKIM KOMISARIS DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA (Studi Kasus Imam

Chambali di Pengadilan Negeri Jombang).

. Perumusan Masalah

Adapun perumusahan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

2.

Mengapa kehadiran Hakim Komisaris diperlukan dalam upaya
perlindungan HAM di Indonesia?

Bagaimana pemberian restitusi terhadap korban?

. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa kehadiran Hakim Komisaris diperlukan
dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia

2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian restitusi terhadap korban

Kegunaan Penulisan
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Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis/Akademis
Dapat berguna/bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di
Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana
dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang harus diterapkan
oleh penyidik dalam menangani suatu kasus harus sesuai dengan
ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi aparat
penegak hukum, khususnya polisi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan
Hakim dalam memeriksa perkara pidana hingga penetapan terhadap

terdakwa yang berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Teori

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah
teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dikemukakan bahwa dalam
kerangka teoritis tiga elemen atau aspek dari sistem hukum yaitu: structure,
substance dan legal culture. Structure adalah menyangkut lembaga-lembaga
yang berwenang membuat dan melaksanakan Undang-Undang (lembaga
peradilan dan lembaga legislatif), sedangkan substance yaitu materi atau
bentuk dari peraturan perundang-undangan, legal culture adalah sebagai sikap

orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan
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nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. Lawrence M. Friedman
mengemukakan 4 (empat) fungsi sistem hukum yaitu:®

Pertama sebagai bagian dari sistem kontrol (social control) yang
mengatur perilaku manusia, kedua sebagai sarana atau menyelesaikan
sengketa (dispute setlement), ketiga sistem hukum memiliki fungsi sebagai
social engineering function, keempat sistem hukum sebagai social
maintenance yaitu sebagai fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai

pemeliharaan status quo yang tidak menginginkan perubahan.

E. Kerangka Konsep

Hakim Komisaris (di Belanda sebagai Rechter Commisaris dan
Perancis sebagai Judge d'instruction) berperan proaktif sebelum adanya
pelaksanaan upaya pakasa dari penyelidik/penyidik/ penuntut berupa
penangkapan, penahanan, penyitaan alat bukti, penggeledahan badan,
pemasukan tempat tinggal atau tempat lainnya bahkan penentuan cukup atau
tidaknya suatu bukti diajukan dalam suatu proses peradilan pidana. Mengenai
cukup tidaknya suatu bukti ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk
melakukan minimalisasi arus perkara (pidana) dalam proses peradilan pidana.

Selain itu Hakim Komisaris dapat bertindak secara proaktif terhadap
persoalan penyiksaan atau kekerasan atas diri tersangka/terdakwa yang berada
dalam status penahanan yang mengalami penyiksaan kekerasan. Fungsi pasif

dari lembaga pra peradilan tidak dapat menyentuh persoalan ini.

° Friedman, 2001, Hukum Amerika sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki,
Jakarta: Tata Nusa, him. 6
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Sikap inovatif yang proaktif Hakim Komisaris adalah untuk
menentukan dugaan kuat ada atau tidaknya penyiksaan atau kekerasan atas
diri tersangka/terdakwa, sehingga kehadiran dalam jangka waktu satu hari dari
tersangka/ terdakwa yang berada dalam status penahanan (yang diduga
mengalami kekerasan) adalah wajib, sebaliknya menjadi kewajiban pula bagi
penyidik/penuntut untuk menghadapkan tersangka/terdakwa kepada Hakim
Komisaris dalam jangka waktu tersebut, dengan ancaman lepasnya demi
hukum dari penahanan apabila mereka tidak dapat menghadirkannya dalam
persidangan.

Ada dua hal pokok dalam pembahasan ini, pertama mengenai makna
dari kata "advokat", dan kedua adalah pengertian dari Sistem Peradilan Pidana
itu sendiri. Rumusan kata "advokat" ini dapat ditemukan pada Rechtterlijke
Organisatie (RO), vyaitu aturan mengenai Susunan Kehakiman dan
Kebijaksanaan Mengadili.

Sebagaimana telah dijelaskan secara umum adanya perbedaan antara
makna advokat, penasehat hukum dan konsultan hukum. Penasehat hukum
dan Konsultan hukum memiliki persamaan makna, di antara keduanya, yaitu
kedua peranan profesi itu lebih bersifat pasif dengan cara melakukan atau
memberikan nasehat-nasehat berkenaan dengan hukum, baik dikemukakan
secara lisan maupun tulisan yang sifatnya lebih banyak pada pengertian
realitas sebagai "non-ligasi (nonlit)".

Maka Advokat jauh lebih luas dari kedua profesi sebelumnya. Advokat

dapat melakukan pemberian nasehat-nasehat hukum (pasif), juga melakukan
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pembelaan di hadapan peradilan (litigasi) maupun tindakan-tindakan
penyelesaian alternatif, seperti di Amerika Serikat yang dikenal sebagai
Alternatif Dispute Resolution (ADR) melalui produk semacam mediator,
negosiator ataupun maupun arbitrator,'® yang memiliki bentuk kegiatan yang
aktif.

Di negara-negara persemakmuran (commonwealth)** dengan ciri sistem
Anglo Saxon, para pembela ini dikenal dengan nama "Barrister" dan
"Solicitor”. Barrister bertugas memberikan nasehat (hukum) mengenai
perkara-perkara yang akan dilakukan di pengadilan oleh Solicitor. Hanya para
Barrister yang berhak melakukan tugas-tugas peradilan, baik nasehat maupun
pembelaan, di lingkungan peradilan tinggi (High Court), sedangkan Solicitor
melakukan tugas yang sama pada lingkungan Country Court maupun
Magister Court.

Mengenai hakim komisaris, tampaknya RUU (revisi) KUHAP hendak
meniru model yang diterapkan oleh Belanda, yang juga sebetulnya dikenal
dalam masa sebelum KUHAP, yaitu dalam Reglement op de Strafvodering
(Sv.) dan disebut rechter-commissaris. Kewenangan rechter-commissaris
berupa antara lain, dapat melakukan tindakan investigasi untuk memanggil
orang, saksi maupun tersangka, mendatangi rumah saksi dan juga memeriksa
apakah petugas penegak hukum melakukan tugasnya dengan benar. Akan

tetapi, setelah HIR berlaku, rechter comissaris tidak dikenal lagi.

9 yhut MP Pangaribuan. 1996, Advokat dan Contempot of Court: Suatu Proses di Depan
Dewa Kehormatan Profesi. Cetakan I. Jakarta: Djambatan, hal. 2.

1 Op.cit, hal. 2

12 Reglement op de Strafvordering voor de raden van justitie op Java en het
hooggerechtshof van Indonesie, Stb. 1847 — 40 jo. 57 tanggal 1 Mei 1848.
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Fungsi hakim dalam sistem peradilan pidana selalu menjadi titik simpul
karena itu hakim selalu ikut “mengontrol dalam arti menilai apa yang
dilakukan oleh instansi-instansi yang ada dalam sistem yang menangani
perkara sebelumnya sesuai kewenangan masing-masing yakni kepolisian dan
kejaksaan. Dalam fase pra-ajudikasi hakim mengawasi penyidikan dalam
bentuk kedudukan sebagai magistrate atau justice of the piece dimana hakim
yang akan menilai apakah adanya probable cause dugaan adanya tindak
pidana dan adanya reasonablesness dalam melakukan penahanan oleh
penyidik betul adanya. Bahkan hakim komisaris pernah dikenal sebagai
investigating judge atau disebut juge d’ instruction di Perancis,
unschungsrichter di Jerman, yakni melakukan penyidikan terhadap perkara
pidana. Konsepnya adalah sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan jaksa
penuntut-umum yang sangat dominan dan sebagai master of the procedure
dalam peradilan pidana Perancis'®.

Menurut Oemar Seno Adji bahwa hakim komisaris ini adalah yang
memimpin pemeriksaan pendahuluan tetapi tidak melakukan sendiri
pemeriksa itu. Hakim Komisaris menangani bagaimana upaya-paksa
dilaksanakan. Dengan demikian hakim komisaris dekat dengan fungsi jaksa
dalam hubungannya pengawasan jaksa terhadap polisi menurut hukum acara
pidana dahulu yang lengkapnya sebagai berikut™*:

Lembaga “rechter commissaris” (hakim yang menimpa pemeriksaan

pendahuluan), muncul sebagai perwujudan dari keaktifan hakim, yang di

¥ H. Oemar Seno Adji, & Indriyanto Seno Adji, 2007, Peradilan Bebas & Contempt of
Court, hal. 186.
4 Oemar Seno Adji, 1984, Hukum-Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, hal. 88.
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Eropa tengah memberikan peranan “Rechter Commissaris” suatu posisi
penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa “dwang
middelen”, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan
surat-surat. Jadi, dapat dikatakan bahwa “Rechter Commissaris” dalam tahap
pemeriksaan pendahuluan adalah pejabat penegak hukum yang paling dekat
dengan jaksa, yang di dalam hukum Eropa kontinental merupakan pusat
daripada proses penyelidikan perkara pidana.

Jabatan “Rechter Commissaris” yang di Indonesia sebelumnya di dalam
hukum acara pidana diterapkan terhadap golongan Eropa, bilamana
dimasukkan ke dalam hukum acara pidana yang akan datang akan
ditempatkan di samping kejaksaan.

Tetapi, tanpa mencampuri wewenang dari jaksa, dengan tidak
melakukan sendiri pemeriksaan pendahuluan itu, maka paralel dengan
wewenang jaksa untuk mengawasi mengkoordinasikan tugas polisi, maka
“Rechter Commissaris” mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan
daripada upaya-upaya atau tidak dengan hukum.

Misalnya untuk mengawasi apakah penahanan yang dilaksanakan oleh
jaksa itu bertentangan dengan hukum atau tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh jaksa itu sesuai atau tidak dengan hukum atau pensitaan yang dilakukan
oleh jaksa itu sesuai atau tidak dengan hukum.

Haruslah  diingat, bahwa Rechter Commissaris.... terbatas
kewenangannya untuk melakukan pengawasan. Maka, hubungannya dengan

jaksa adalah paralel dengan hubungan jaksa tersebut dengan polisi.
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F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu
yuridis, historis, serta menemukan hukum in’concreto.® Dengan metode
yuridis dimaksud untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang
dapat digunakan dalam membahas penanganan terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan.
Demikian juga tujuannya untuk menemukan asas-asas hukum yang
dapat menjadi patokan dalam menentukan ketentuan dalam pelaksanaan
penerapan undang-undang hukum acara pidana. Cara tersebut dilakukan
dengan harapan diperoleh hasil (kerangka) untuk perkembangan hukum
yang akan datang (futurology). Metode penelusuran in-concreto digunakan
karena berupaya mengetahui peraturan manakah yang berlaku / diterapkan.
2. Bahan Penelitian
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder
yang diperoleh dari telaah pustaka. Data sekunder di bidang hukum
(dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi

bahan baku primer dan bahan baku sekunder.'®

* Ronny Hanitijo Soemitro. 1982, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia
Indonesia, hal. 9-10. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1985, Penelitian
Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, hal. 1-30

1®bid., him. 24
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Bahan baku primer merupakan bahan pustaka yang berisikan
pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian baru
tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan.*’

3. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data mengenai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara proses
pemeriksaan terhadap tersangka hingga pada penuntutan dan putusan
peradilan.

4. Analisis Data
Pada tahap penyajian data, seluruh data yang telah diperoleh dikumpulkan
dan diklasifikasikan, kemudian disusun dalam suatu susunan yang
komprehensif. Analisis data dilakukan secara analisis induktif. Prosesnya
dimulai dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang
diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum dan selanjutnya
doktrin-doktrin.** Di samping itu pula dilakukan analisis dari sudut
filosofis dan sosio ekonomi, guna memecahkan persoalan sebagaimana
diketengahkan pada uraian tersebut di atas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
penelitian hukum normatif sebagai berikut:
1. Data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1988, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, him.3 4
18 Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit., him. 12
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Bahan-bahan yang mengikat dalam hal ini adalah undang-undang dan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini

b. Bahan Hukum Sekunder
Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hal
ini penulis memperoleh dari hasil penelitian dari hasil karya dari
kalangan hukum dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis
peroleh dari kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat

deskriptif analitis."

Artinya menggambarkan peraturan yang berlaku
seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara
Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi
Hak-Hak Masyarakat Sipil.

3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa perundang-

undangan, hasil penelitian, majalah dari dokumen lainnya yang relevan

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Penelitian ini dimaksudkan

9'M. Aslam Sumhudi. 1956, Komposisi Disain Riset. Jakarta: Lembaga Penelitian Univ.
Trisakti, hal. 45-47.
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untuk mencari landasan teoritis (filosofis, yuridis) juga informasi-
informasi mengenai penggunaan dan penerapan hakim komisaris dalam
upaya memberikan perlindungan terhadap tersangka pada saat proses
penyidikan, penuntutan hingga ke peradilan. Hal ini untuk menjaga
perlindungan HAM.
4. Metode Analisis Data

Akhirnya seluruh data disortir dicari mana yang relevan dan mana yang
tidak relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif

f.ZO

kualitati Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan

perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif.

G. Sistematika Penelitian
Penulisan hukum ini terdiri atas 5 (lima) bab dan masing-masing bab
terdiri dari beberapa sub-sub bab yang diantaranya mempunyai keterkaitan
yang erat satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis
dalam satu kesatuan, secara garis besarnya disusun sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB Il : Merupakan landasan teoritis mengenai pengertian hakim

komisaris, hakim komisaris di negara-negara Eropa dan

% Maria SW Sumardjono. 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Yogyakarta:
FH-UGM, hal. 24-25

34



BAB Il

BAB IV

BAB V

Amerika, pentingnya hakim komisaris di Indonesia, dan

kedudukan hakim komisaris di Indonesia.

: Merupakan metode penelitian mengenai jenis penelitian, studi

kasus/analisis suatu putusan.

: Merupakan analisa dan pembahasan masalah atau analisis studi

kasus mengenai kedudukan hakim komisaris di Indonesia dan
bagaimana cara pemerintah memberikan suatu restitusi pada

korban.

: Merupakan penutup yang menyimpulkan hasil penelitian dan

selanjutnya  dengan  dikemukakan  saran-saran  dalam

menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
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